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FRINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR. 1 TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,

@ bahwa uniuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 teniang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 |12mang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daersh (DPRD) Kabupatzsn Indragiri
Hulu bersama Bupai Indragii Hulu telah menyempurnakan Rancangan
Peraturan Daerah lentang Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaren 2008 sesuai dengan Keputusar Gubernur Rigu Nomor
KPTS 47/I12008 tentang Zvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Indragin  Hulu lentang Anggaran -Pendapatan dan Belanja Daerah (AP3D)
Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Indragii Hulu
lenlang Penjabaran Anggaran Pendapalan dan  Belanja Daerah (AP3D)
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2008;

. bahwa penyempumaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar

Peraturan Dasrah lentang Rancangan Peraturan Daerah lenlang Angaaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tingg';

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa dan

huruf b, periu diletapkan Peraturan Deerah fentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2008.

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 lenleng Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten daleam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana lelah diubah dengan
Undang-undang Nomor 06 Tahun 1965 lentang Pembentukan Kabupzten Daerah
Tingkat Il Indragin Huly dan Irdragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 12965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754) ;

. Undang-undang Momer 12 Tahun 1965 fentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1985 MNomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 33'2) sebagaimana telah diubsh dengan

Undang-undang Nomer 12 Tehun 1934 (Lembaran Negara Regublik Indonesia
Tahun 1924 Nomor 62, Tambahan Lembaray Negara Nomor 3569) ;
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Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Fajak Dagrah dan Relribusi Daerah
(-embaran Megara Republk Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaren Negara Republik Indcnesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 lentang Bea Perolehan Hék alas Tanah dan
Bangunan (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) : '

Undang-undang Normor 28 Tahun *999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas deri Korupsi, Kolusi dzn Nepolisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republix Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286) -

Undang.undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355) ;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;

Undeng-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) |

Undang-undang MNomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagzimana tzlah diudah dengan Undanc-undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Fengganii Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
lentang Pemerintahan Daersh menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548) ;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan Keuangan antara
Pemeriniah Puszi dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

Peralran Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tenlang Kedudukan Keuangan
Kepzla Daerah dan Wakil Kepala Daerzh (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lemtaran Negara Nomor 4028);

Peraluran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tenang Pembinaan dan Pengawasan
dlas Penyelenggargan Pemernlahan Daerah (Lembaran Megara Republik
Indenesia Tanun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraluran Pemerintah Nomer 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138) ;

Peraluran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Relribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139) ;

Perauran Pemenntah Nomor 24 Tanun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ({Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengzn
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 lentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Noror 24 Tahun 2004 'entang Kedudusan Prctokoler dan Keuangan
Pimpinen can Anggota Dewan Pziwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republic Indonesia Tahun 2007 Nemor 47, Tambahan Lerrbaran Negara
Nomar 4712) ;

Peraturan Pemeriniah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pencefolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ; '

Peraturan Pemeriniah Nomor 24 Tahun 2005 fentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republix Irdonesia Tahun 2005 Nomor 43,
Tambakan Lembaran Negara Nomor 4503) ;

Peraturan Pemerintah Nomer 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4574) ,

Peraturan Perrerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 137, Tambahan
Lemrbaran Negara Nomer 4575) :

Peraturan Pemerintah Nomar 56 Tzhun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republix Indonesia Tzhun 2005 Nomor 138
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 fentang Hibah (Lembaran Negara
Republik  Indoresia Tahun 2005 Nomer 139, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4577)

Jeraturan Pemgrintah \omor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Jaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomror 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tzhun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minima (Lembaran Nagara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ;

- Peraturen Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoensia Tahun 2005 Nomer 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)

Peraturan Femerintah Nomor & Tzhun 2008 tenlang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomror 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ,

Pergluran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterargan Perlanggung
jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwaklan Rakyat Daerah, dan Infarmasi
Laporan Penyelenggaraan Pemariniahan Daerzh kepada Masyarakat 'Lembaran

Negara Repablik Indoensia Tanun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4683 ;

. Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembagian Urusan

Pemeriniahan anlara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemeriniahan Daerah Kabupaien/Kota (Lembaran Negara Republik Indoensia
Tahun 2007 Nomor &2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Kepulusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 temtang Psdoman Pelaksanaan
Pengadean Barang/lasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republk Indonesi
Tahun 2003, Tambahan |embaran Megara Republik Indonesia Nomor 4330)
sebagaimana lelah diubah beberapa kal das terakhir dengan Feraturan Presiden
Momor 45 Tahun 2007 tenlang Perubahar Ketujuh atas Keoutusan Presiden

Nomar &0 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemeriniah;
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Peraturar  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengslolaan Keuangan Daerah, sebagzimana telah diubah dengan Peraturen
Menterl Dalam MNegen Nomor 38 Tahun 2007 tentang Ferubahan atas Peraturzn
Menteri Dalam MNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolagn
Keuangan Daerah |

32. Peralurar Menteri Dalam MNegeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedomazn

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;

33. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan

Heratran Dasrah dan Peraluran Kepala Daerah ;

34, Peralurar Daerah Kabupaten Indragii Hulu Nomor 4 Tahun 2007 fentarg

Pokox — pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPAT!| INDRAGIRIHULU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIR! HULU TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAFUN ANGGARAN 2008.

Pacal 1

Anggaran Perdapatan dan Zelenja Dasrah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun Anygaran 2008 sebagai berikul

1. PendapatanDaerah .........._.............. Rp 732565.189.244,00
2, BelanjaDaerah . .......ocoviiiieimr e e Rp  819.652,362.150,00
Surplus/(Defisit) Rp. (B7.067.172.906,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a, Penerimaan ... . Rp.  5829046.21C,00
b. Pengeluaren ......... Rp. 7.127705.00C,00

Pembiayaan Netto Rp.  (1.498.658.790,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan  Rp. (88.585.831.696,00)
Pasal 2
(1) Pendapatan Dzerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 lerdini dari :

a. Pendapatan Asli Dacrah, sejumiah .......... e Rp.  16.096.116.492,00
b. Dana Perimbangan. seumiah ... . Rp BR3577 2114 677.00
¢. Lain-lain Pendepatan Daerah Yang Sahsejumiah Rp.  26.889.858.075,00

() Pendopatan Asli Daereh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lerdin dari
jenis pendzpatan :

a. Pajak Daerah, sejumlah ........ooovviveiieeiinis Rp. 3.347.030.000,00
b. Reiribusi Daerzh, sajumlah .cicivn . RP. 7.725.116.452,00



¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan sejumiah ... Rp. 1.610.000.000.00
d. Lain-lain Pendapalan Asli Daerah Yang Sah,

sejumleh oo, e RP. 3.366.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf,b terdiri dari jen's
pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil, seumiah........................... Rp. 428.942.504 67700
b. Dana Alokasi Unum, sejumlah ................ Rp. 250.954.620.000,00
¢. Dana Alokasi Khusus, sejumiah ............... Fp. 9.660.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Oaerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ lerdini dari jenis pendapaan |

a. Hibah, sejumlah ............cccccococe. Rp. 0,00
b. Dana Darurat, sejumiah ............c.c..cccc...... Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasi Pajak, sejumiah ................ Rp.  26.869.858.075,00
d. Dana Penyesuaian den Olonomi Khusus,

v L S ——— 0,00
e. Banlvan Keuangan dari Provinsi alau dani

Pemerintah Daerah Lannya sejumiah .......... Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dar -

a. Belanja Tidak Langsung, sejumlah ... ........, Rp. 285.838.972.335.23
b. BelanjaLangsung, sejurlah ............. ......... Rp. 533.813.389.814,77

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayal [i} huruf a terdid dari
jenis be‘anja :

a. BelanjaPegawai, sgjumigh ...................... Rp. 206.778.113.498.00
b. BefanjaBunga. sejumlah ................ . Rp 878.264.638,20
C. Belanja Subsidi, sejumiah ............................. Rp 0,00
d. BelanjaHibah, sejumiah ............... ... Rp. 0,00
8. Belanja Banluan Sosial, sejumiah ............... Rp.  46.957.584.198.94
. BelanjaBaai Hasil. sejumiah ........... _ Rp 0,00
3. Belanja Bantuan Kevangan, sejumlah .......... Rp.  30.225.000.000,00
n. Belanja Tidak Terduga, sejumiah ................ Rp 1.000.000.000,00

\3) Belenja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja

a. Belanja Pegawai, seumiah ... ........... Rp,  89.050.437.720,00

b. Belanja Barang dan Jasa, sejumiah ............... Rp. 202.301.776.320.40

c. Belanja Modal, sejumlah ... Rp. 242461.175.774,37
Pasgal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah ... . Rp 5.629.045.210,00
b. Pengeluaran, seumiah .............................. Rp. 7.127.705.000,00



(2) Perenmaan seragaimana dimaksud pada éyat (1) Furul a terdiri dari jenis

pembiayaan :
a. Sisa Llebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya {SILFA), sejumlah ... Rp. 5.629.046.210,00
b. Pencairan Cana Cadangan, sejumiah ............ Rp. 5 0,00
€. Hasi Penualan Kekayaan Daerah Yang
Dipahkan, sejumlah ............. winmssane: 1D . 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah, semmlah .......... Ep. 0,00
e. Penermaan Kembali Pemberian Flruaman,
sejumiah ez, BB 0,00
f. Penerimaan Piulang Daerah. se;urnlah N - (. | 0,00
(3) Pengeltaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terciri dari jenis
pembiavaan :
a. Pembertukan Dana Cadangan, sejumlah ........ Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
T i Rp. £.500.000.000,00
¢ Pemhayaran Pnknkmang sgjumlah oo - FRp. £27.705.000,00
d. Pemberian Finjaman Daerah, sgjumiah ......... Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Fendapalan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

1. Lampran

o0 N ;

T

12,
13.

Lampran
Lampiran
Lampiran
l.ampiran
Lampiran
Lampiran

Lampiran
Lampiran

. Lampiran

Lampiran

Lampiran
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IV

Y
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Xl

Xl
X

. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

* Ringkasan APED menurt  Urusan Pemerintahan Daeran

dan Organisasi;

. Rincian APBD menurst Urusan Pemerintahan Daerah.

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

. Rekafitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program dan Kegiatan;

. Rekafitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Kelerpaduan Urusan Pemerintanan Jaerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

. Daftar Jumlah Fegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

. Daftar Piutang Daerah,

© Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah:

. Daflar Perkraan Penambahan dan Pengurangan Aset Telap

Daerah

: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Lainnys;

. Dattar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang

Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalem Tahun
Anggaran Ini;

. Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

. Dattar Pinjamar Daserah dan Obligasi Daerah.



Pasal 6
Bupati Indragir Hulu menetapkan Peraluran lentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
]
Pasal7?

Peraturan Daerah ini mula berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai
daya berlaku surul sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar seliap orang mangetahlinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ni dengan panempatanrya calam Lembaran Daerah

Ditetapkén d R e n g at
pada tanggal 17 Januari 2008

BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor 1 Tanggal 17 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

Drs. H. AZHAR SYAM
NIP.010078794

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2008 NOMOR 1
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